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' BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

a. bahwa dengan adanya beberapa ketentuan dalam Peraturan

Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 yang dipandang kurang
efektif pelaksanaannya, maka diperlukan penyempurnaan
pengaturan dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor
25 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9} sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 - tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); -

Peraturan Pemerintah -Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan
Daerah; :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawanngln Barat
Tahun 2007 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi
Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008
Nomor 14). -

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25

TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN
2016 '
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Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 diubah yaitu
pada lampiran I No. 2.2 uraian Panitia Pengadaan Barang dan
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi), No. 2.3
uraian Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit
Layanan Pengadaan (Non Konstruksi), No. 2.4 uraian Panitia
Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan
(Non Konstruksi) dan No. 3 Honorarium Perangkat Unit
Layanan Pengadaan (ULP), diubah sehingga berbunyi menjadi
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
BAMBANG PURWANTO

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

BERITA DARRAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR : 11

uai dengan aslinya

M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NiP. 19600429 199311 1 002
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR{| TAHUN 2016 ’

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
. KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN
2015 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN

ANGGARAN 2016

HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA

No. Uraian Satuan | Standar Biaya TA
2016
1. Honorarium Pengadaan Barang /
Jasa
1.1 Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan
a. Ketua OB 1.500.000
b. Sekretaris OB 1.450.000
c. Anggota OB 1.400.000
2. Honorarium  Perangkat  Unit
Layanan Pengadaan (ULP)
2.1 Kepala ULP OB 1.250.000
2.2 Sekretaris OB 1.200.000
2.3 Bidang OB 1.150.000
2.4 Staf OB 650.000

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Aputra!

BAMBANG PURWANTO




